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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap 
terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya 
yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kantor keamanan kampus Unhas 
untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 
kampus Universitas Hasanuddin. 
 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Sektor 
Tamalanrea Makassar dan Satuan Keamanan Kampus Unhas, dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan pihak 
keamanan kampus. Disamping itu, peneliti juga menyebar kuisioner dan data 
ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor di kampus Universitas Hasanuddin 
secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu total jumlah 
185 kasus dari tahun 2013-2016, jumlah yang sebenarnya yang tergolong 
sangat banyak. Sikap lalai yang dimiliki oleh korban menjadi peranan utama 
seseorang dapat menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, 
tingkat keamanan di dalam kampus juga masih tergolong rendah karena 
kebanyakan kejadian tindak pidana pencurian di sekitar Fakultas Kedokteran, 
Fakultas Pertanian dan gedung PKM Unhas. Upaya mencegah tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kampus Universitas Hasanuddin adalah 
upaya preventif dan upaya pre-emtif, yang dilakukan oleh aparat kepolisian 
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         BAB I 
                       PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sistem peradilan melalui produk peraturan Perundang-
undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar penyelenggaraan Sistem 
Peradilan Pidana ini belum benar-benar mencantumkan di dalam 
UUDNRI 1945 dan falsafah Negara Pancasila yang merupakan 
perlindungan hukum kepada setiap warga Negara tanpa membeda-
bedakan. 
Hal tersebut demikian memunculkan persoalan klasik bagi 
sistem Hukum Peradilan Pidana bahwa basis penyelesaian perkara 
pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari 
keadilan. Seorang korban akan menderita kembali sebagai akibat dari 
sistem hukum yang berlaku itu sendiri, karena korban hukum tindak 
pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif yang mlalui instansi yang 
ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan. 
Hal penting dalam Negara hukum adanya penghargaan dan 
komitmen tinggi atas hak asasi manusia serta jaminan semua warga 
Negara yang berkedudukan sama di dalam hukum. Dalam Pasal 27 
2 
ayat (1) UUDNRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga Negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”. Prinsip tersebut idealnya bukan hanya dengan sekedar 
dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 dan Perundang-undangan. Namun yang lebih utama bagaimana 
pelaksanaannya atau mengimplementasikannya.1 
Sistem penegak hukum sering diwarnai dengan hal-hal yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya pernganiayaan 
terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan, intimidasi, 
rekayasa perkara dan sebagainya. Kemudian pihak korban juga 
merasakan diabaikan hak-haknya. Misalnya dakwaan lemah,tuntutan 
ringan dan sebagainya. 
Korban (victim) dalam suatu tindak pidana sistem hukum 
nasional pada posisinya tidak menguntungkan. Sebab korban dalam 
sistem peradilan pidana hanya sebagai “figuran” bukan sebagai 
“pemeran utama” yang hanya sebagai saksi (korban). Dalam 
kenyataan korban suatu tindak pidana oleh pandangan masyarakat 
sama dengan korban bencana alam, sehingga korban mengalami 
kerugian materi yang sangat banyak salah satunya dengan tindak 
                                                          
1 Waluyo. Bambang. 2011. Viktimologi Pelindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika. 
Hlm. 6 
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pidana pencurian. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa “Siapa yang 
akan menggantikan kerugian yang dialami oleh korban?”. 
Melihat pertanyaan diatas, maka posisinya korban dalam suatu 
tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah diselesaikan dalam sudut 
pandang hukum. Masalah ini untuk korban dari dulu sejak lama kurang 
begitu dapat perhatian ternyata lebih terfokus bagaimana pemberian 
hukuman kepada pelaku tindak pidana dan itu masih melekat pada 
fenomena tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara 
tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam 
Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem ini dalam peradilan 
pidana lebih mengfokuskan tentang bagaimana penjatuhan sanksi 
pidana kepada pelaku. Sementara perlindungan hukum terhadap 
korban kurang diperhatikan. 
Permasalahan ini yang dialami oleh korban (victim) menjadi 
suatu permasalahan hukum yang sangat memerlukan suatu pemikiran 
yang sangat serius. Korban dimana yang mengalami kerugian 
langsung tidak dapat mendapat akses yang kuat untuk dapat 
menentukan sikap yang berhubungan dengan apa yang sedang 
dialaminya. Dalam perkembangan pandangan di masyarakat terhadap 
korban dapat mempercepat proses terjadinya tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku. 
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Disini pelaku berperan aktif dan korban berperan pasif, hal ini 
korban dianggap sebagai “korban yang bersalah” dalam terjadinya 
tindak pidana. Faktor ini yang menyebabkan pelaku menjadi fokus 
perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal 
kurang perhatian dan akhirnya menjadi dianggap kurang penting 
dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya dijadikan sebagai obyek 
bukti (saksi korban) dan tidak sebagai subyek (dalam sistem pidana di 
Indonesia). 
Sedangkan disisi lain hak tersangka atau terdakwa lebih populer 
yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-undangan yang 
lain. Dan untuk hak korban (victim) pengaturannya tidak secara tegas 
serta tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun 
kemungkinan hal ini disebabkan pihak korban kejahatan sudah diwakili 
oleh Negara (penyidik dan penuntut umum). 
Proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu 
pada sistem hukum pidana dan acara pidana warga Negara Indonesia 
memiliki hak atau kewenangan agar bisa menjatuhkan pidana (ius 
puniendi) yang apabila terjadi tindakan maka pelakunya akan ditindak 
melalui proses peradilan pidana. Negara secara otomatis telah diwakili 
korban kejahatan dengan cara mengadili serta menjatuhkan pidana 
5 
yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.2 “Pada masa lampau, 
menurut sejarah perkembangan hukum di Negara barat (Inggris), 
Negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali 
terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, kecuali jika 
kejahatan itu dilakukan terhadap Negara (raja). Pada saat itu, 
“pembalasan” dari seseorang yang telah dirugikan terhadap pelaku 
kejahatan masih diperkenankan. Bahkan seluruh korban dapat 
melaksanakan pembalasan”. 
Sejarah diatas tersebut seiring berjalannya waktu pemahaman 
itu ditinggalkan. Selanjutnya rajalah yang mengambil hak atas peran 
mewakili Negara. Bahkan raja pula yang akan menjatuhkan 
hukuman/pidana terhadap pelaku/terdakwa. Sejarah ini, melalui 
kekuasaan yudikatif proses peradilan dilakukan baik untuk 
menciptakan keadilan,kebenaran dan kepastian hukum. Inilah 
konsekuensi proses hukum dalam tahap penyelesaiannya. Korban 
juga di proses secara hukum, jika korban langsung mengambil paksa 
haknya dari tersangka/terdakwa maka hal ini dapat disebut 
pemerasanatas balas dendam sebagai main hakim sendiri (eigen 
nechting). Pelaku tindak pidana pada tahap selanjutnya di proses 
                                                          
2Romli Atmasasmita. 1989. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Mandar Maju. 
Hlm. 75-76  
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melalui penyidikan,penuntutan,pemeriksaan,putusan dan pelaksanaan 
putusan di pengadilan. 
Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan 
senantiasa melakukan interaksi-interaksi ini, maka terciptanya 
beberapa bentuk pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Pola 
tersebut ada yang selaras da nada pula yang menyimpang dari norma-
norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan 
sebagai pedoman hidup. Pola perilaku yang menyimpang kebanyakan 
menimbulkan kerugian pada pihak lain yang dilakukan berbagai 
macam tindak pidana dari ketentuan yang berlaku. Begitupun dengan 
perlindungan hukum korban dalam tindak pidana pencurian, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPIDANA sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan 
Ratus Rupiah”. 
Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 
dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda 
seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak 
hukum tidak hanya sebagaimana mengatasi dan menanggulangi 
7 
maraknya tindak pidana pencurian. Hal yang sama pentingnya adalah 
bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi 
kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan 
masyarakat agar dapat terhindar dari terjadinya tindak pidana 
pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah 
terjadinya tindak pidana tersebut. 
Dengan semakin banyak tindak pidana pencurian maka banyak 
pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya 
adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana ini merupakan 
salah satu tindak pidana yang marak terjadi di area kampus 
Universitas Hasanuddin saat ini. Kebutuhan hidup tidak tercukupi 
(ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya 
pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan 
keluarga dan sosial masyarakat menjadi faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan 
judul Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Kendaraan Bermotor di Kampus UNIVERSITAS HASANUDDIN 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan 
di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di area kampus UNHAS? 
2. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak 
keamanan kampus dalam menanggulangi adanya korban tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor di area kampus UNHAS? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di area kampus UNHAS. 
2. Untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh pihak 
kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di area kampus UNHAS. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun viktimologi. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar 
dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang saat ini 
banyak terjadi di dalam kampus UNHAS. 
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3. Untuk menambah wawasan Penulis khususnya pada bagian 
hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam 

















A. Viktimologi  
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah 
suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban dan akibat-akibat yang menimbulkan korban yang merupakan 
masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.3 
Selaras dengan pendapat di atas adalah4 menurut Arif Gosita 
menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain 
yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan lepentingan dan hak asasi yang menderita. 
Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang 
                                                          
3Gosita.Arif. 2009. Masalah Korban kejahatan. Jakarta: Universitas Trisakti. Hlm. 75  
4Yulia.Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. Hlm. 43  
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diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.5 Melihat rumusan tersebut, yang 
disebut korban adalah : 
a. Setiap orang, 
b. Mengalami penderitaan fisik,mental,dan/atau 
c. Kerugian ekonomi, 
d. Akibat tindak pidana. 
Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam 
Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan 
atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan 
perlindungan fisik dan mental dari ancaman,gangguan,teror dan 
kekerasan pihak manapun.6 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini 
membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu :  
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensial. 
                                                          
5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
6Waluyo.Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika. 
Hlm. 10  
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b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur-unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat 
tertentu. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang 
korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental,fisik, dan sosial. Tujuannya adalah 
tidak untuk menyanjung para korban dalam suatu peristiwa pidana 
dengan hubungannya dengan para pelaku tindak pidana. Hal ini 
merupakan suatu hal yang penting untuk lebih mengupayakan 
kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, 
kesehjateraan korban baik yang secara langsung atau tidak langsung 
terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi 
dan pengetahuan agar tidak menjadi korban tindak pidana struktural 
atau nonstruktural. 
Sedangkan viktimologi tidaklah seperti halnya peninjauan 
secara yuridis. Tinjauan viktimologi sifatnya lebih luas daripada 
tinjauan yuridis, yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu 
kejahatan.7 Dalam hal ini suatu perbuatan tindak pidana, seyogyanya 
dipandang ada interaksi dan dinamika yang bukan saja disebabkan 
                                                          
7J.E Sahetapy. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco. Hlm. 33  
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oleh pihak pelaku, tetapi ada “interrelationship” atau “dual relationship” 
antara pelaku dan korban. Kemudian pengertian viktimologi 
mengalami tiga fase yaitu :  
1. Pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban 
kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan dengan sebagai 
penalor special victimology. 
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan 
saja, tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada faktor ini 
dikatakan sebagai general victimology. 
3. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji 
permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-
hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai new 
victimology. 
Fase yang telah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa 
viktimologi memiliki tiga macam fase yang berbeda. Hal ini 
dikarenakan viktimologi sudah berkembang sangat cepat dan ternyata 
pengertian ini telah disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam 
beberapa Perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satupun yang 
baku namun pada hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban 
tindak pidana.  
Arif Gosita mengartikan viktimologi adalah suatu studi atau 
pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai 
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permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. 
Akibat perumusan demikian, maka viktimisasi harus 
dimengerti,dipahami,dihayati dan ditangani : 
a. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, 
menurut hakikatnya; 
b. Secara intersektorat, berbagai sector masyarakat harus 
diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya; 
c. Secara interdepartemental, semua departemen dibawah 
ketiga Menko yang berkaitan harus dilibatkan. Terutama 
diusahakan dan dikembangkan unsur-unsur koperasi, 
kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Hal ini 
adalah penting dalam pencegahan viktimisasi struktural. 
Kesimpangsiuran pertauran tidak hanya adanya kerjasama, 
pengawasan bersama dalam pengaturan dapat merupakan 
faktor viktimogen yang struktural.8  
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu 
orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, 
karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang 
demikian. Misalnya pembunuhan,penganiayaan,pencurian dan 
sebagainya.  
                                                          
8Ibid. Hlm. 21  
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Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja 
orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak 
hanya banyaknya jumlah (orang), namun juga dinyatakan bahwa 
korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun 
pemerintah.9  
Lebih luas dijabarkan tentang mengenai korban perseorangan, 
institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai 
berikut : 
1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
mendapat penderitaan baik jiwa,fisik,materiil, maupun 
nonmaterial. 
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami 
penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang 
menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan 
pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam. 
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 
didalamnya berisikan kehidupan tumbuhan-
tumbuhan,binatang, manusia dan masyarakat serta semua 
jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya 
sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah 
                                                          
9Waluyo. Bambang. 2011. Viktimologi Perlidungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika. 
Hlm.11  
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mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang 
ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan 
perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang 
tidak tanggung jawab. 
4. Korban masyarakat,bangsa dan Negara adalah masyarakat 
yang diperlakukan diskriminasi tidak adil,tumpang tindih 
pembagian hasil pembangunan serta hak sipil,hak poliik,hak 
ekonomi,hak sosial,hak budaya tidak lebih baik setiap 
tahun.10 
Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan 
orientasi bagi kesehjateraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan 
masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan para anggota 
masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana 
dikemukakan Mendelshon bahwa “…that victimology should be a 
separate and autonomous science, should have its own progress of 
humanity”. Hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi seperti Ellias 
ataupun Separano-vic memberikan kajian viktimologi untuk 
mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi 
penderitaan manusia/human suffering guna lebih mengekspresikan 
“the right to life freedom and security”.  
                                                          
10Ibid.Hlm.12  
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Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan 
bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu :  
1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. 
Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan 
struktur yang mempengaruhi perbedaan,kedudukan,status 
individu atau kelompok seperti tekanan sosial,konflik,cap 
jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan 
cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain 
untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk 
“differential association”, serta cara-cara penyelesaian 
konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung 
memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga 
penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatau yang 
bersifat endemik terhadap viktimisasi.    
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh 
buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, 
psikiatri ,kriminologi, maupun implikasi kolektif dalam proses 
yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau 
pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk 
menentukan pengaruh buruk sebagai problema masyarakat. 
Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat 
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dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat 
dipublikasikan sebagai problematik 
Terlihat dari proses pertumbuhannya, viktimologi mendekati 
kejahatan dari segi pertama, peranan korban sebagai integral 
dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya 
berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan 
dalam pengertian luas pula seperti white collar crime/corporate 
crime. Kedua, perlindungan selama ini terabaikan dibandingkan 
hak pelaku dalam proses peradilan pidana ketiga, perlindungan 
hak korban meliputi kejahatan konvensional dan 
nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural.11 
3. Manfaat Viktimologi 
Manfaat viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :  
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses 
viktimisasi.  
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih 
baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
                                                          
11Maya.Indah. 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. 
Jakarta: Kencana Prenademedia Group. Hlm. 17-19  
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menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya 
tidak hanya untuk memberikan beberapa penjelasan 
mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. 
Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka 
mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai 
macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesehjateraan mereka yang terlihat 
langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui 
mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan 
kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang 
penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban 
struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan 
pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi 
yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk 
“dunia ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi 
internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, 
akibat polusi setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan 
jabatan dalam pemerintahannya.  
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e. Viktimisasi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat 
viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan 
peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku 
kriminal yang mempelajari korban dari dalam proses 
peradilan kriminal dan merupakan studi mengenai hak dan 
kewajiban hak asasi manusia.  
B. Korban  
1. Pengertian Korban 
Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan 
Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang 
disebut korban adalah : 
1. Setiap Orang 
2. Mengalami penderitaan fisik,mental dan/atau 
3. Kerugian ekonomi 
4. Akibat tindak pidana  
Pendefinisian korban yang berakibat pada pergeseran ruang 
lingkup kajian terhadap eksistensi korban adalah dari kajian korban 
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kejahatan kovensional, atau meminjam istilah I.S Susanto sebagai 
kejahatan warungan seperti penganiayaan, pencurian, perkosaan, dan 
beralih kepada studi tentang korban dari kejahatan nonwarungan atau 
kejahatan white collar crime termasuk kepada berkerjanya penegak 
hukum untuk tidak menimbulkan proses viktimisasi. Bentuk korban 
yang luas yaitu mencakup korban dari viktimisasi struktural. 
Perumusan viktimisasi structural oleh Gosita dikatakan sebagai : 
“Suatu viktimisasi (mental,fisik dan sosial) yang diakibatkan oleh 
ada dan tidak adanya unsur-unsur struktur sosial tertentu pada 
pelaksanaannya”. 
 Dalam butir ke-18 dinyatakan pula bahwa pendefinisian korban 
termasuk juga orang atau sekelompok orang yang menjadi korban dari 
perbuatan-perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran 
terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah ada 
merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui 
secara internasional. Paradigm pendefinisian korban dalam instrument 
internasional tersebut, mensubstansikan bahwa paradigm mengenai 
korban tidak hanya dikaitkan dengan perhatian korban dalam arti 
sempit dengan kejahatan dalam artian klasik. Perkembangan 
paradigma viktimologi memperluas pengertian korban dengan suatu 
realitas alternative, yaitu mengaitkan dengan perbuatan lain yang 
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bersifat menimbulkan korban diluar hukum pidana, termasuk di 
dalamnya perbuatan melanggar hak asasi korban dari 
penyalahgunaan kekuasaan. 
Pendefinisian korban yang mempertanyakan “siapakah 
korban?” terkait dengan persoalan mengenai perlindungan 
terhadapnya. Zvonimir Paul Separovic memberikan definisi korban 
sebagai berikut : 
“..Those persons who are threatened, injured or destroyed by 
an act omission of another (man,structure,organization or institution) 
and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or 
been threatened by a punishable act as misdemeanors,economic 
offences,non-fulfilment of work duites) or from an accident (accident at 
work,at home,traffic accident,etc.) suffering may be caused by another 
man (man-madevictim) or another structure,where people are also 
involved”.  
Perlindungan korban tercakup di dalamnya dengan masalah 
perlindungan hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada. Hal 
ini terlihat dari perspektif Separovic yang memperluas studi mengenai 
korban dalam viktimologi mencakup penderitaan manusia. Selanjutnya 
dalam pembahasan ini Separovic menegaskan pula “the rights of the 
victim are a component part of the concept of human rights”.12 
                                                          
12Ibid.Hlm.25  
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Sedangkan mengacu pada pengertian-pengertian korban 
diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang 
perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat 
dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan 
bagi dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.13 
Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa definisi korban 
meliputi pula definisi direct victims of crime atau korban tindak pidana 
yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung 
(indirect victims of crime), baik secara individu maupun secara kolektif 
yang mengalami pederitaan,baik fisik,mental,maupun material,serta 
mencakup korban penyalahgunaan kekuasaan. Korban langsung 
(direct victims) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan 
penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung 
memiliki karakteristik, yaitu : 
1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara 
kolektif. 
                                                          
13Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban kejahatan 
Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo.Hlm. 43  
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2. Menderita kerugian, termasuk : luka fisik, luka mental, 
penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan 
terhadap hak dasar manusia. 
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang 
terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, 
maupun local levels. 
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. 
Korban tidak langsung (indirect victims) yaitu korban dari turut 
campurnya seorang dalam membentuk korban langsung (direct 
victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia 
sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, 
dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban 
langsung (direct victims), seperti istri/suami, anak, dan keluarga 
terdekat.14 
2. Tipologi Korban 
Scaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut : 
1. Unrelated victims, yaitu mereka yang tidak mempunyai 
hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat 
telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Scaffer 
semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini 
berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban 
                                                          
14Arif Gosita,Op Cit,Hlm. 30  
25 
tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban 
mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung 
jawab terletak penuh di pihak penjahat.  
2. Provocative victims, yaitu siapa yang melakukan sesuatu 
terhadap terjadinya pelanggaran,konsekuensinya menjadi 
perangsangan atau mendorong untuk menjadi korban. 
3. Precepitative victims, yaitu mereka yang secara khusus tidak 
berbuat sesuatu terhadap penjahat tetapi tidak terpikirkan 
bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat 
jahat terhadap dirinya. Misalnya, berjalan sendiri di tempat 
gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok 
atau memerkosa. Pertanggung jawaban sepenuhnya adalah 
pelaku. 
4. Biological weak victims, yaitu mereka yang mempunyai 
bentuk fisik dan mental tertentu menyebabkan orang 
melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil,lanjut 
usia,wanita dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggung 
jawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah 
setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak 
berdaya. 
5. Socially weak victims, yaitu merupakan orang-orangyang 
tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota 
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dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut 
agama tertentu dan minoritas etnis yang mempunyai 
kedudukan social yang lemah. Dalam kondisi ini, 
pertanggung jawaban penuh terletak pada penjahat atau 
masyarakat. 
6. Self-victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban 
karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa 
literature menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. 
Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa 
tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan 
melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh 
pecandu obat bius,homoseks,alkoholik dan judi. Pertanggung 
jawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus 
menjadi korban. 
7. Political victims, yaitu mereka yang menderita karena lawan 





Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai 
berikut : 
a. Non-participating victims/korban non partisipatif. 
b. Latent or predisposed victims/korban yang bersifat laten. 
c. Provocative victims/korban provokatif. 
d. Participating victims/korban partisipatif. 
e. False victims/korban karena kekeliruan. 
Sedangkan itu, selain tipologi yang dikemukakan kedua tokoh 
tersebut beberapa sebagai suatu perbandingan perlu pula 
dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan 
Wolfgang sebagai berikut : 
1. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban 
individual. Jadi korbannya adalah perorangan (bukan 
kelompok). 
2. Secondary victimization, yang menjadi korban adalah 
kelompok. Misalnya badang hukum. 
3. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah 
masyarakat luas. 
4. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri. Misalnya pelacuran,perzinahan dan narkotika. 
5. No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada 
korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. 
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Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 
hasil produksi.15 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini 
terdapat dalam Wvs Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia 
Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 
dimaksud dengan strafbaar feit itu. oleh karena itu, para ahli hukum 
berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. sayangnya 
sampai kini belum ada keseragaman pendapat. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni straf,baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan 
baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk 
kata feit diterjemahkan dengan tindak ,peristiwa,pelanggaran dan 
perbuatan. Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana dan “baar” artinya 
dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan 
istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga 
dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah 
terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, 
                                                          
15Ibid.Hlm.35  
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yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “baar”, ada dua 
(2) istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk, bisa 
diterima. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat (4) istilah, yakni 
tindak,peristiwa,pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, feit 
memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata 
pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita 
untuk mengartikan dari istilah overtrading sebagai lawan dari istilah 
misdijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-
masing.16 
Berbicara tentang pengertian tindak pidana maka dijelaskan 
pula persamaan sifat tindak pidana. Dari persamaan ini kemudian 
dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk memperbedakan suatu 
golongan tindak pidana dari golongan lain. Menurut Prof.Dr.Wirjono 
Prodjodikoro,.SH dalam buku karangannya “Azas-asas Hukum Pidana 
di Indonesia” menjelaskan bahwa suatu tindak pidana adalah 
pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu Hukum 
Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha 
Pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi 
dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat yang bersama dalam tiap 
tindak pidana ialah sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid, 
                                                          
16Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana,Tindak Pidana,Teori-teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm.69  
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onrecht-matigheid). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat 
melanggar hukum.17  
Tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam Peraturan 
Perundang-undangan kita walaupun masih dapat dibperdebatkan juga 
ketepatannya. Tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti 
positif (bandelen) semata dan tidak termasuk kelakuan manusia yang 
pasif atau negative (nalaten). Padahal pengertian yang sebenarnya 
dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif 
tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk 
mewujudkan diperlakukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau 
gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya 
mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). 
Sementara itu, perbuatan pasif artinya suatu bentuk tidak melakukan 
suatu perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut 
mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak 




                                                          
17Wirjono Prodjodikoro.1974. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: Eresco 
Jakarta-Bandung.Hlm. 1  
18Op Cit. Hlm.70  
31 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 
dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teroritis; dan (2) 
dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya bedasarkan 
pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 
rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah 
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi 
tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-
undangan yang ada.  
a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis 
Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang 
disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun 
paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana telah 
melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, 
diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi yang telah 
dibicarakan di muka, yakni Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, d 
Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah 
perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana 
(bagi yang melanggar larangan).  
Sedangkan dari rumusan R.Tresna di muka, tindak pidana 
terdiri dari unsur-unsur yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan 
(manusia), yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-
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undangan, dan diadakan tindakan penghukuman. Dan menurut bunyi 
batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu 
kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan dalam Peraturan 
Perundang-undangan. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga 
batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, 
yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang 
dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam dipidana bagi 
yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa 
unsur-unsur tersebut menyangkut diri si pembuat atau dipidananya 
pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi jika 
dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme memang 
tampak berbeda. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (yang), 
melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang 
dilakukan oleh orang), dan dipertanggung jawabkan. Sementara itu, 
Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, 
jika dirinci terdapat unsur-unsur seperti kelakuan (orang yang), 
bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, 
dilakukan oleh orang-orang (yang dapat), dan 
dipersalahkan/kesalahan. Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas 
tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu : 
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tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan 
unsur yang mengenai diri orangnya.  
b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan 
melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali tidak 
dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak unsur-unsur 
lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 
khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu : 
a. Unsur tingkah laku 
b. Unsur melawan hukum 
c. Unsur kesalahan 
d. Unsur akibat konstitutif 
e. Unsur keadaan yang menyertai 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
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h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana 
i. Unsur objek hukum tindak pidana 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
Dari unsur tersebut diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat 
pencurian (Pasal 362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar 
persetujuan atau dari kehendak pemilik (melawan hukum objektif). 
Atau pada Pasal 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada 
Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan 
hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga 
melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan 
(oplichting,378), pemerasan (afpersing,386), pengancaman 
(afdreiging,369) dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum.  
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di 
luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang 
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melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara 
itu, unsur yang keadaan batin orangnya.19 
D. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Definisi pencurian umumnya belum ada dikemukakan oleh para 
ahli hukum Indonesia secara spesifik, hal ini disebabkan karena 
adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. 
Dari segi etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang 
mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti sembunyi-
sembunyi,diam-diam,tidak dengan jalan yang sah atau melakukan 
sesuatu tanpa diketahui oleh orang lain.  
Para sarjana hukum tidak memberikan definisi tentang 
pencurian, akan tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang 
berdasarkan Pasal 362 KUHP, diantaranya R.Soesilp mengemukakan 
bahwa :20 
Dari rumusan tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur dan elemen-
elemennya pencurian sebanyak empat bagian, sebagaimana 
dikemukakan oleh A.Zainal Abidin berikut :21 
1. Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya; 
                                                          
19Ibid.Hlm.81  
20R.Soesilo. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politea. Bogor. Hlm.249  
21Andi Zainal Abidin. 1989. Azas Hukum Pidana. Diktat Lepas. Cetakan II. Hlm 254  
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2. Pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang; 
3. Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain; 
4. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang dengan melawan hukum. 
1. “Mengambil” mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu 
pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada 
dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu bukan 
pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pengambilan 
(pencuri) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang 
tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang 
barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang itu belum 
dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba 
mencuri”. 
2. “Sesuatu barang” segala sesuatu yang berwujud termasuk pula 
binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang baju,kalung 
dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya 
listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan 
di kawat pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga 
ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut 
wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, 
masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada 
harganya. 
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3. Barang itu “seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain” 
4. “pengambilan” iu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang itu 
bukan pencurian. Seorang “menemui” barang dijalan kemudian 
diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk 
memiliki” barang tersebut maka hal itu termasuk pencurian. Jika 
waktu itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan ke polisi, 
akan tetapi setelah dating dirumah barang itu dimiliki untuk diri 
sendiri (tidak diserahkan ke polisi), ia dikatakan “menggelapkan” 
(Pasal 372 KUHP), karena barang itu dimilikinya ketika sudah 
berada ditangannya. 
Berdasarkan rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa 
pencurian adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan 
jalan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau 
sebagian dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang lain 
dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.  
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian 
Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam buku II KUHP dan 
khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam bab XXII, Pasal 362 
sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pada Pasal 362 sampai dengan 
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Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian tersebut, terdapat 
lima (5) kualifikasi tentang pencurian sebagai berikut : 
1. Pencurian biasa 
2. Pencurian berat 
3. Pencurian ringan 
4. Pencurian dengan kekerasan 
5. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu jenis-jenis 
pencurian sebagai berikut : 
1. Pencurian biasa 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 
tersebut merupakan dasar pencurian dan juga menjadi tolak ukur 
apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian 
biasa,berat,ringan,dll. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan 
adalah perbuatan pembuat harus memenuhi rumusan Pasal 362 
KUHP. Dari rumusan 362 tersebut, ditarik suatu rumusan yang akan 
dipergunakan menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut : 
1. Perbuatan mengambil; 
2. Yang diambil adalah suatu barang; 
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3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain; 
4. Maksud hendak memiliki secara melawan hukum. 
2. Pencurian berat 
 Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencurian berat, 
apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP juga harus memenuhi 
unsur lain yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. 
A.Hamzah menerjemahkan Pasal 363 KUHP sebagai berikut :22 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun : 
a. Pencurian ternak; 
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut,gunung meletus, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara, pemberontakan atau bahaya perang; 
c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau 
dikehendaki oleh yang berhak; 
                                                          
22A.Hamzah.Op Cit.,Hlm.173  
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d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, 
atau dengan anak kunci palsu,perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu.  
2.Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama 9 tahun. 
3. Pencurian ringan 
Masalah pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang 
menentukan sebagai berikut :23 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 
butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 KUHP 
butir 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih 
dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara 
paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda sebanyak Rp.900,-. 
                                                          
23Ibid.Hlm.,173  
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Melihat pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 
pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan walaupun harga 
barang tidak lebih dari Rp.250,- tetapi perbuatan yang dilakukan 
dengan : 
a. Yang dicuri ternak (Pasal 363 sub 1). 
b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka atau 
keadaan darurat (Pasal 363 sub 2). 
c. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (Pasal 
363 sub 3). 
d. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365). 
Tidaklah dikategorikan sebagai pencurian ringan. 
4. Pencurian dengan kekerasan 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai 
berikut:24 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
tahun pencurian didahului,disertai atau dilakukan dengan 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam 
                                                          
24Ibid.Hlm,.173-174  
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hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang 
yang dicuri. 
2. Diancam dengan pidana penjara paling dua belas (12) 
tahun: 
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya,dijalan umum atau dalam kereta api yang 
sedang berjalan; 
b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu; 
c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan 
merusak atau memanjat dengan anak kunci 
palsu,perintah atau pakaian jabatan palsu; 
d. Jika perbuatan yang menyebabkan luka-luka berat. 
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun. 
4. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup 
atau selama jangka waktu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
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disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 
nomor satu dan tiga. 
5. Pencurian dalam kalangan keluarga 
    Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 
KUHP yang mengatakan sebagai berikut :25 
1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam 
bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan 
dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta 
kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak 
mungkin diadakan tuntunan pidana; 
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah dari meja dan ranjang 
atau terpisah harta kekayaan, atau jika ia adalah keluarga 
sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun 
menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya 
mungkin diadakan penuntunan jika pengaduan yang terkena 
kejahatan; 
3. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan 
oleh orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan 
ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. 
                                                          
25Ibid.Hlm,.175  
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Jadi dalam hal ini ada dua (2) ketentuan utama, yaitu : 
1. Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah dari meja dan 
ranjang telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian 
terhadap istrinya (suaminya) tidak dapat dibedakan tuntutan 
pidana;  
2. Bagi seorang suami (istri) yang telah terpisah meja dan 
ranjang,anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis 
samping derajat kedua dapat dilakukan penuntutan bila ada 
pengaduan. 
Ketentuan yang kedua bisa dilakukan penuntutan, tetapi harus 
ada pengaduan dari orang dikenakan kejahatan, tanpa pengaduan 
maka tidak dapat diadakan penuntutan walaupun itu sesuai dengan 
rumusan delik. 
Dalam hal ini, maka pencurian oleh suami atau istri dihukum 
pula, akan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau istri yang 
dirugikan (delik aduan). Hukum adat (islam) bangsa Indonesia tidak 
mengenal perceraian meja dan tempat tidur atau harta benda tidak 
dapat diperlukan pada mereka yang tunduk pada hukum adat (islam). 
Oleh karena itu maka terhadap pencurian antara suami dan istri 
mereka yang tunduk pada hukum adat (islam) selalu tidak mungkin 
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diadakan penuntutan dan pencurian demikian itu tidak pernah 
melakukan delik aduan. Dalam kedua hal tersebut di atas, apabila 
suami istri itu sudah bercerai sama sekali, maka pencurian itu dituntut 
dengan tidak usah ada pengaduan. 
3. Pencurian Kendaraan Bermotor 
Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan 
mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan bermotor 
dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan 
mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat pada kendaraan 
tersebut. Selain itu, faktor bahwa kemajuan jaman menurut manusia untuk 
terus maju dan tidak ketinggalan teknologi menyebabkan hampir setiap 
orang bisa mengoperasika jenis kendaraan bermotor dapat dengan 
mudah berpindah tangan dari satu orang lain tanpa kesulitan. Sifat yang 
demikian menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyidikan. 
Dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 Pasal 1 ayat (1) 
tentang kendaraan dan pengemudi menjelaskan bahwa : 
“Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu” 26 
                                                          
26Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.  
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Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup 
vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Kendaraan bermotor 
merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak pemiliknya 
maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan 
bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar pula, 
terutama akan menjadi rangsangan kejahatan berupa pencurian 
kendaraan bermotor. 
Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi 
oleh adanya peluang dan kemudahan. Selain itu, kejahatan berupa 
pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta 
benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi 
pelakunya. Selama ini fakta menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan 
kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor tergolong ringan dan tidak 
membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya. Hal ini pula yang 
ternyata menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat sering 
menghakimi pelaku yang tertangkap tangan melakukan aksinya dengan 
cara mereka sendiri. 
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis 
yang dapat dilihat sebagai salah satu rangkaian kegiatan bahkan kegiatan 
tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Garis besarnya, kegiatan 




● Pemalsu surat identitas kendaraan bermotor 
Tindak pidana pencurian bermotor merupakan kejahatan terhadap 
harta benda yang memberikan hasil yang cukup bernilai ekonomi bagi 
para pelaku. Selain itu, para pelaku juga tidak membutuhkan waktu lama 
dalam melakukan aksinya, meskipun resiko yang mereka hadapi 
sangatlah tinggi. 
Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk 
kejahatan terhadap harta benda kejahatan dengan bentuk pencurian tidak 
hanya terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dalam KUHP juga memuat 
Pasal-pasal tentang pencurian lain yang meliputi : 
a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), yaitu tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai 
dengan kekerasan terhadap orang. Kejahatan ini terjadi pada 
perampokan pengemudi kendaraan. 
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yaitu 
pencurian kendaraan bermotor dengan jalan 
membongkar,merusak,memanjat yang dilakukan pada malam 
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hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang ada halamannya 
da nada batasnya. 
c. Perampasan (Pasal 368 KUHP), yaitu apabila pelaku tindak 
pidana memaksa pemilik kendaraan atau supir untuk 
menyerahkan kendaraan tersebut. 
d. Pencurian kendaraan bermotor (Pasal 378 KUHP), yaitu apabila 
pelaku tindak pidana berpura-pura sebagai pedagang 
kendaraan bermotor atau perantara kemudian membawa lari 
kendaraan tersebut. 
e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP), yaitu tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang yang diserahi tanggung jawab atau 
dipercaya mengurus kendaraan si pemilik. 
f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP), yaitu tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor ada di 
tangan mereka. Hal ini meliputi kejahatan pemalsuan plat 
nomor,pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti 





Tindak pidana pencurian sepeda motor ditinjau dari 
pelaksanaannya, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang 
terdiri dari beberapa rangkaian perbuatan, dimana masing-masing 
bagian dari rangkaian tersebut saling terkait agar perbuatan tersebut 
dapat terlaksana dengan baik. Adapun rangkaian perbuatan dalam 
pencurian sepeda motor tersebut antara lain sebagai berikut : 
a. Perbuatan di tempat kejadian, perbuatan ini meliputi 
pencurian dengan kekerasan, pemberatan, perampasan, 
penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor. 
b. Menghilangkan identitas motor, kegiatan ini biasanya 
dilakukan setelah sepeda motor tersebut diubah dengan 
cara mengganti plat nomor,mengubah warna sepeda 
motor,mengganti nomor chasis dan nomor mesin serta 
memodifikasi kendaraan tersebut. 
c. Melindungi kendaraan dengan surat palsu, hal ini dilakukan 
agar kendaraan tersebut dapat dijual. Untuk itu kendaraan 
tersebut harus dilindungi dengan surat-surat yang dapat 
meyakinkan pembeli, cara tersebut antara lain : (1) STNK 
dipalsukan, (2) STNK asli, tapi dokumen persyaratan STNK 
palsu, (3) STNK asli tidak sah, hal ini menyangkut STNK asli 
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suatu kendaraan bermotor, tetapi bukan untuk kendaraan 
yang dimaksud. 
 
 (4) Surat yang dipalsukan antara lain surat yang dipalsukan 
seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk 
pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah-















Metode  penelitan  adalah  suatu  cara  untuk  memperoleh  data  
agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan 
mempelajari, menganalisa dan  memahami  keadaan  lingkungan  
ditempat dilaksanankannya suatu penelitian. Untuk memecahkan 
permasalahn diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi. 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Sektor 
Tamalanrea Makassar dan Kantor Satuan Pengamanan Kampus 
Unhas. Lokasi ini secara sengaja ditetapkan oleh Penulis dengan 
pertimbangan bahwa banyaknya terjadi kasus pencurian kendaraan 
bermotor khususnya di wilayah kampus Unhas.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data langsung yang diperoleh melalui 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yang melalui 
metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode 
penelitian lapangan (Field research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah 
data dari berbagai literature yang ada yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas. 
b. Metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan 
terbuka dalam bentuk Tanya jawab kepada narasumber 
berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini sehingga 
diperoleh data-data yang diperlukan. 
D. Analisis Data 
a. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data 
dimana penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-
pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis 
mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan 
arsip-arsip yang diberikan oleh pihak kampus Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
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E. Metode Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode 
kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara 
deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari 
















     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Sejarah Singkat Kampus Unhas 
 Sejak tanggal 10 September 1956, ketika itu wakil presiden R.I. Drs. 
Muhammad Hatta membuka selubung papan nama Universitas Hasanuddin. 
Universitas Hasanuddin dinyatakan telah resmi berdiri hadir ditengah 
masyarakat setelah melalui perjuangan yang panjang.Pengukuhan secara 
yuridis terdapat dalam surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan 
Kebudayaan R.I. No. 3369/S, tertanggal 11 Juni 1956, terhitung tanggal 1 
September 1956, dan diatur dengan PP No. 23, tanggal 8 September 1956 
termuat dalam Lembaga Negara No. 39 tahun 1956 tentang Pendirian 
Universitas Negeri di Makassar. Nama Hasanuddin merupakan pemberian 
dari Presiden Soekarno yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan di 
Gubernuran Sulawesi Selatan tahun 1954, diambil dari nama pahlawan 
nasional Raja Gowa yang bergelar “I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng 
Bontomangape Mohammad Bakir Tumenanga Riballa Pangkana”.  
Kota Makassar, tempat Universitas Hasanuddin sekarang berdiri, di 
pilih karena posisi geografisnya yang amat strategis. Terletak ditengah-
tengah arus lalu lintas perhubungan Nusantara. Faktor historis dan kultural, 
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juga mendasari pemilihan Kota Makassar ditempatkan sebagai kota utama 
dikawasan Indonesia. Bagian Timur. Makassarlah yang menjadi barometer 
kehidupan di kawasan ini.  
Sejak awal abad XX, sebagai mata rantai kehidupan pergerakan 
nasional Indonesia, kota Makassar memegang peranan penting, sejalan 
dengan diputuskannya lembaga-lembaga pendidikan di kota ini, bagi putra-
putri Indonesia yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Berdirinya 
Universitas Hasanuddin secara resmi pada tahun 1956, di kota Makassar 
pada tahun 1974 telah berdiri Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Sejumlah nama tercatat 
sebagai kehadiran Universitas Hasanuddin antara lain Syamsuddin Daeng 
Mangawing, Prof. Drs. G.H.J. Riekerk, Prof. Drs. Wolhoff, Nurdin Syahadat. 
Mereka inilah yang menjadi penampung aspirasi dan hasrat masyarakat 
Sulawesi Selatan khususnya, untuk mendirikan perguruan tinggi. Fakultas 
Ekonomi benar-benar hidup sebagai cikal bakal Univeristas Hasanuddin 
setelah dipimpin ketua Prof. Drs. Wolhoff dan sekretarisnya Drs. Muhammad 
Baga pada tanggal 1 September 1956 sampai diresmikannya Universitas 
Hasanuddin pada tanggal 10 September 1956.  
Mengawali keberadaan Universitas Hasanuddin, Pemerintah kemudian  
menunjuk Presiden Universitas Airlangga Surabaya Prof. Mr. A.G. 
Pringgodigdo sebagai Presiden, karena merupakan presiden universitas yang 
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kedudukannya paling dekat dengan Makassar, Sedangkan wakil Presidennya 
adalah Prof. R. Soegiono D. Pusponegoro. Kuliah umum perdana 
disampaikan setelah peresmian Universitas Hasanuddin oleh Mohammad 
Hatta dan tercatat 80 orang dosen dan 862 mahasiswa yang tersebar pada 
empat fakultas saat itu yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Perguruan 
Tinggi Guru (Tondano), dan Fakultas Kedokteran. 
Jabatan Presiden selanjutnya diganti oleh Prof. Mr. KRM 
Djokomarsaid Tirtodiningrat, sebelumnya adalah Kepala Inspeksi Pendidikan  
Ekonomi di Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 93/M tanggal 1  
Maret 1957. Dalam masa ini, Universitas Hasanuddin baru berada pada 
tahap pembenahan, dosen didatangkan dari Jakarta, Bandung, Surabaya 
sebagai dosen terbang, hubungan dengan luar negeri dirintis terutama dalam 
bentuk kerja sama melalui (Comlombo Plan, UNESCO, dan Ford Foundation) 
dan penambahan fakultas pun mulai dilakukan dengan membentuk Panitia 
Persiapan Fakultas Teknik yang diketuai Syamsuddin Daeng Mangawing. 
Setelah Djokomarsaid mengundurkan diri, pemerintah kemudian menunjuk 
Prof. Arnold Mononutu sebagai pengganti berdasarkan SK Menteri Muda 
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 13368/C.III tanggal 9 Februari 
1960. Pada tahun inilah nama jabatan pimpinan universitas berganti dari 
Presiden menjadi rektor. 
Pada masa kepemimpinan Prof. Arnold Mononutu, jumlah fakultas di  
Universitas Hasanuddin bertambah dengan diresmikannya Fakultas Teknik,  
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Fakultas Sastra yang bernaung dibawah Balai Perguruan Tinggi Ujung 
Pandang. Selanjutnya Fakultas Tata Praja Universitas 17 Agustus yang 
didirikan oleh Tjiak Kok Tjiang yang kelak setelah penegeriannya menjadi 
Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 1 Februari 1961, 
dimana Tjiak Kok Tjiang menjadi pimpinan fakultas didampingi Mr. Sukamto 
sebagai sekretaris. Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan 
Alam FIPPA (menjadi MIPA), dan Fakultas Peternakan kemudian terbentuk 
pada 1962-1964. Setelah Prof. Arnold Mononutu merampungkan tugasnya 
pada tahun 1964, kerektoran Universitas Hasanuddin diserahkan kepada Let. 
Kol. Dr. M. Natsir Said, S.H. pada tahun 1956, yang dibantu oleh Pembantu 
Rektor I Dokter Sjamsi Lili, Pembantu Rektor II Tahir Tungadi, S.H. dan 
Pembantu Rektor III Drs. Halide. Pada masa kepemimpinan Let. Kol. Dr. M. 
Natsir Said, S.H. mulai Nampak banyaknya sarjana yang dihasilkan 
Universitas Hasanuddin yaitu 298 orang. Kala itu pula, UNHAS mendapat 
beban dengan keluarnya SK Menteri PTIP tanggal 1 Januari 1966 yang 
menetapkan Universitas Tandulako di Palu, Universitas Sulawesi Tenggara di 
Bau-Bau dan Universitas Haluoleo di Kendari juga menjadi cabang Unhas. 
Tanggal 12 Mei 1969 tongkat Rektor beralih kepada Prof. Dr. Abd. Hafid yang 
didampingi Sekretaris Universitas Prof. Tahir Tungadi, S.H. pada tanggal 24 
Maret 1970 didirikan Student Government (Pemerintahan Mahasiswa) yang 
terdiri dari Dewan Mahasiswa (eksekutif) dan Majelis Permusyawaratan 
Mahasiswa (legislatif) di tingkat universitas. Menjelang akhir masa 
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jabatannya, Prof. Dr. Abd. Hafid telah diangkat oleh Presiden RI sebagai 
Deputy II Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Jakarta 
sehingga pekerjaan sehari-hari di Baraya lebih banyak ditangani oleh 
Sekretaris Universitas Ir. Fachruddin, yang menggantikan Prof. Tahir 
Tungadi, SH pada tahun 1970.  
Pada tahun 1973, Prof. Dr. A. Amiruddin mendapat tugas dari 
pemerintah untuk memimpin UNHAS hingga tahun 1982. Birokrasi sistem 
pengelolaan kampus dirombak mengikuti pengelolaan Negara yang 
sentralistik. Didukung oleh Pembantu Rektor Bidang Akademis dan 
Pengabdian Pada Masyarakat Prof. Dr. Hardjoeno, Pembantu Rektor Bidang 
Administrasi dan Keuangan Drs. J. Salusu dan Pembantu Rektor Bidang 
Kemahasiswaan Kadir Sanusi, SH. Hal yang paling menonjol pada periode 
pertama kepemimpinan Rektor Amiruddin adalah kegiatan kemahasiswaan 
seperti dibentuknya Keluarga Mahasiswa (KeMa) pada tahun 1975 yang 
kemudian melaksanakan Pemilu Mahasiswa pertama untuk memilih Ketua 
Umum Dewan Mahasiswa dan anggota Majelis Mahasiswa secara bebas, 
langsung, dan rahasia. Hubungan antara Rektor Prof. A. Amiruddin dengan 
Mahasiswa semakin fenomenal menjelang berakhirnya masa jabatan 
pertamanya sebagai rektor pada tahun 1977, dimana pada proses pemilihan 
rektor berikutnya Prof. Amiruddin harus bersaing dengan seorang mahasiswa 
Fakultas Hukum yang juga mendaftarkan diri dalam pencalonan rektor 
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tersebut. Namun, akhirnya Prof. A. Amiruddin kembali terpilih dengan suara 
mayoritas sebagai Rektor Universitas Hasanuddin masa jabatan 1977-1981. 
Pada tahun 1974, Rektor Amiruddin berhasil meyakinkan pemerintah pusat 
dan memperoleh restu dari Menteri Pendididkan dan Kebudayaan RI Prof. 
Dr. Syarif Thayeb terkait dengan pendirian kampus baru di Tamalanrea 
karena melihat kondisi kampus sebelumnya, kampus Baraya yang tidak 
kondusif. Walikota Ujung Pandang kala itu H.M. Daeng Patompo pun 
menyediakan tanah seluas 200 Ha di Kecamatan Tamalanrea, yang berlokasi 
10 Km dari pusat kota dengan ketinggian 7 meter dari permukaan laut.  
Tanggal 15 Juni 1976 peletakan batu pertama Kampus Tamalanrea 
dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bersama Gubernur 
Sulawesi Selatan sedangkan peresmian penggunaanya dilakukan oleh 
Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1981 sebagai hadiah Dies 
Natalis Universitas Hasanuddin ke-25. Setelah mengakhiri masa jabatan 
yang kedua pada tahun 1982, Pemerintah 46 kemudian mengangkat Prof. Dr. 
Hasan Walinono menjadi rektor UNHAS dengan masa jabatan dipangkunya 
hanya 2 (dua) tahun karena sebelum masa jabatannya berakhir telah ditunjuk 
sebagai Dirjen di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Proses 
perpindahan perkuliahan mulai berlangsung dari Kampus Baraya ke 
Tamalanrea terjadi pada masa kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Ir. Fachrudin. 
Pada masa kepemimpinannya, perhatian terhadap kesejateraan Dosen  
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ditingkatkan melalui pembangunan Perumahan Dosen di Antang serta 
melanjutkan pembangunan di kawasan perumahan dosen Tamalanrea. 
Masa jabatan Prof. Dr. Ir. Fachrudin hanya satu periode dan kursi 
kepemimpinan Universitas Hasanuddin kemudian beralih kepada Prof. Dr. 
Basri Hasanuddin, M.A. pada tanggal 20 Mei 1989. Salah satu program 
utama rektor ini adalah menjadikan Universitas Hasanuddin sebagai research 
university dengan membangun gedung yang diberi nama Pusat Kegiatan 
Penelitian (PKP). Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. kembali terpilih untuk 
masa jabatannya yang kedua pada tahun 1993-1997. Salah satu prestasi 
akademik yang dicapai pada tahun 1995, adalah keberhasilan dosen UNHAS 
Prof. dr. Sedjawidada yang mampu menemukan alat fisiologi keseimbangan. 
Hasil penemuan tersebut memperoleh pengakuan internasional dan 
dipublikasikan pada jurnal Acta Otolaryncologica yang terbit di Swedia. 
Beberapa minggu sebelum Rektor Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. 
mengakhiri masa baktinya, Masjid Kampus Tamalanrea diresmikan oleh 
Menristek B.J. Habibie. Kepemimpinan Rektor Prof. Dr. Ir. Rady A. Gany, 
pengganti Prof. Basri Hasanuddin berlangsung selama dua periode dimulai 
pada tanggal 30 November 1997. Selama dua periode kepemimpinannya, 
Universitas Hasanuddin semakin memoles wajahnya dengan berbagai 
program dan konsep unggulan antara lain: Kemandirian Lokal dan 
Communiversity. Pembangunan fisik pun tidak lepas dilakukan oleh Prof. Dr. 
Ir. Rady A. Gany pada era kepemimpinannya, antara lain seperti Rumah 
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Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Proses pemilihan rektor Universitas 
Hasanuddin yang selama ini dilakukan melalui Senat Universitas, untuk 
pertama kalinya dalamsejarah berubah ketika pemilihan Rektor pengganti 
Prof. Dr. Ir. Rady A. Gany dilakukan. Mengikuti euphoria pemilihan langsung 
Kepala Negara, maka proses pemilihan rektor untuk masa jabatan 2005-2009 
melibatkan seluruh Dosen secara langsung. Prof. Dr. dr. Idrus  A. Paturusi 
akhirnya terpilih sebagai Rektor Universitas Hasanuddin selama dua periode 
untuk masa jabatan 2006. Dan sekarang digantikan oleh Prof. Dr. Dwia Aries 
Tina Palubuhu M.A . 
 
B. Peranan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 
Bermotor Di Kampus Unhas. 
1. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di 
Kampus Unhas. 
Persoalan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah suatu 
permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat manapun, tidak 
terkecuali di dalam kampus Unhas dengan berbagai dinamika persoalan sosial. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengambilan data yang diperoleh dari 
Kepolisian Sektor (Polsek) Tamalanrea Makassar maka menghasilkan 
beberapa hasil yang ditunjukkan dari beberapa tabel di bawah ini. 
Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan 
terhadap harta benda yang memberikan hasil yang cukup bernilai ekonomi bagi 
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para pelaku. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu 
bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat 
khususnya bagi para mahasiswa di kampus Unhas, kerugian yang dialami 
korbanpun bisa dibilang tidak sedikit. Untuk menggambarkan jumlah tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut, Penulis menunjukkannya di 
dalam tabel yang didasarkan atas laporan masuk kepada Kepolisian Sektor 
(Polsek) Tamalanrea Makassar. 
              Tabel 1 
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang dilaporkan 
Di Kepolisian Sektor (Polsek) Tamalanrea Makassar 
      Tahun 2013-2016 
 
 
No Tahun     Jumlah 
1 2013 50 
2 2014 48 
3  2015  53 
4 2016 34 
 Jumlah      185 
   Sumber : Polsek Tamalanrea Makassar,23/12/2016 
Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor yang terjadi mengalami kenaikan pada tahun 
2013 dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2013 tercatat 50 kasus, 
sedangkan pada tahun 2014 tercatat 48 kasus. Kemudian di tahun 
berikutnya mengalami kenaikan jumlah kasus yang cukup tinggi yaitu 53 
kasus di tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan 
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jumlah kasus sebanyak 34 kasus.  
Melihat hasil dari jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor selama 
empat tahun terakhir pada tabel di atas maka secara keseluruhan tercatat 
185 kasus, meskipun di tahun tertentu mengalami penurunan. 
Dari tabel tersebut kita dapat melihat begitu banyaknya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dalam kurung waktu 4 tahun. Hal 
ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa di Unhas. Jumlah 
mencengangkan tersebut dapat berkurang apabila adanya keterlibatan dan 
kerja sama dari banyak pihak, terutama korban sebagai pemeran utama dan 
pihak kepolisian serta pihak keamanan kampus sebagai pemeran pembantu. 
Dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu 
masyarakat, terutama untuk menciptakan rasa aman. 
Sementara itu, secara khusus berdasarkan data yang diperoleh 
Penulis dari laporan dari mahasiswa Unhas kepada Polsek Tamalanrea 
Makassar dimana Penulis melakukan penelitian yang akan digambarkan 








 Tabel 2 
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang diproses  
Kepolisian Sektor (Polsek) Tamalanrea Makassar 
    Tahun 2013-2016 
 
No Tahun      Jumlah 
1 2013 36 
2 2014 30 
3 2015 45 
4 2016 29 
 Jumlah      140 
 Sumber: Polsek Tamalanrea Makassar,23/12/2016 
 Berdasarkan tabel diatas dilihat jumlah kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor di dalam kampus Unhas yang diproses oleh Polsek 
Tamalanrea Makassar mengalami peningkatan pada tahun 2013 
dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2013 tercatat 36 kasus yang telah 
ditangani pihak kepolisian. Sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 
30 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup 
tinggi yaitu sebanyak 45 kasus sedangkan di tahun 2016 terjadi penurunan 
yang ditangani oleh kepolisian yaitu 29 kasus. 
2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kampus Unhas. 
Berbicara mengenai viktimologis akan erat kaitannya dengan 
bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, 
termasuk salah satunya pada kasus pencurian kendaraan bermotor. Menurut 
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tabel dibawah ini Penulis akan gambarkan setiap fakultas di Unhas yang 
menjadi korban dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berikut 
adalah mahasiswa yang pernah menjadi korban tindak pidana pencurian 
bermotor di kampus Unhas : 
       Tabel 3 
Jumlah Responden Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencurian 
Kendaraan Bermotor Di Unhas Berdasarkan Fakultas 
 
 
                    Fakultas  
 
          Jumlah 
Fakultas Hukum 4 
Fakultas Kesehatan Masyarakat 3 
Fakultas Kedokteran 6 
Fakultas Kedokteran gigi 2 
Fakultas Farmasi 2 
Fakultas Pertanian 5 
Fakultas Ilmu dan Budaya 2 
Fakultas Ilmu Kelautan dan 
Perikanan 
2 
Fakultas Ekonomi 1 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 5 
MIPA 3 
Fakultas Kehutanan 2 
Fakultas Peternakan 1 
Jumlah 38 




Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat dilihat bahwa fakultas yang cukup 
dibilang tidak aman yaitu fakultas kedokteran 6 orang, fakultas ilmu sosial dan 
politik 5 orang, fakultas pertanian 5 orang, fakultas hukum 4 orang, fakultas 
MIPA 3 orang, fakultas kesehatan masyarakat 3 orang, fakultas kedokteran 
gigi 2 orang, fakultas farmasi 2 orang, fakultas ilmu dan budaya 2 orang, 
fakultas ilmu kelautan dan perikanan 2 orang, fakultas kehutanan, fakultas 
ekonomi 1 orang, dan fakultas peternakan 1 orang. 
Selanjutnya Penulis akan gambarkan dalam bentuk tabel respon pada 
tiap korban di masing-masing fakultas. Disini Penulis akan uraikan masing-
masing korban dari setiap fakultas berdasarkan hasil kuisioner kepada 
responden dengan rata-rata kronologi kejadian sampai respon dari pihak 












     Tabel 4 









Fakultas Hukum Parkiran sepi. Nihil Nihil 
Fakultas Kesehatan 
Masyarakat 














Fakultas Farmasi Kurangnya 
pengamanan di 
parkiran. 
Nihil Cukup baik 
Fakultas Pertanian Kurangnya 
pengamanan di 
parkiran. 
Nihil Cukup baik, namun 
tindak lanjut 
lamban. 
Fakultas Ilmu dan 
Budaya 
Parkiran rawan dan 
kurang aman. 





Saat libur dan 
parkiran sepi, 















Fakultas MIPA Kurangnya 
pengamanan di 
parkiran 





Parkiran rawan dan 
kurang aman. 






Nihil. Cukup baik, namun 
nihil pada informasi 
tindak lanjut. 
Sumber : Responden, Desember 2016 
Menurut IPDA Ahmad selaku penyidik Polsek Tamalanrea yang 
berdasarkan hasil wawancara (23 Desember 2016) menjelaskan secara 
terpirinci mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor khususnya di dalam kampus Unhas yang dimana faktor 
kelalaian yakni parkir sembarangan dan lupa mengunci pengaman motor 
tersebut. Hal ini disebabkan karena korban kurang berhati-hati, sehingga 
dapat memancing seseorang melakukan suatu tindak pidana dan dari 
kelalaian pemilik motor tersebut timbul kesempatan bagi seseorang untuk 
melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kampus Unhas. 
Sedangkan menurut Mansyur selaku kepala keamanan kampus Unhas 
yang berdasarkan dengan hasil wawancara (26 Desember 2016)  
menjelaskan bahwa faktor yang utama mahasiswa kehilangan motor akibat 
parkir sembarangan dan bukan pada saat aktif perkuliahan. Kedua faktor ini 
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lebih besar terjadi dalam lingkungan kampus Unhas. Seperti salah satu 
contoh yang pernah terjadi di kampus unhas bahwa kejadiannya bukan 
hanya disekitar fakultas namun di gedung PKM Unhas dan ramsis. Masih 
membahas faktor yang pertama yaitu parkir sembarangan, Penulis 
melakukan wawancara untuk memperdalam kasusnya yang salah satu 
contoh korban dari mahasiswa  Andi Abi Hurayrah fakultas kedokteran 
angkatan 2013 yang berdasarkan hasil wawancara secara mendalam (28 
Desember 2016) sebelum kejadian tersebut korban memang mengakui 
bahwa korban kurang begitu hati-hati karena kunci keamanan pada motor 
korban tidak berfungsi dengan baik dan memarkirkan kendaraannya disekitar 
baruga. Sekitar pukul 16.50 kendaraan korban sudah tidak ada dan korban 
melaporkan langsung ke pihak satpam kampus karena pada saat itu tukang 
parkir tidak bertanggung jawab karena kejadian itu bukan di area parkirnya. 
Pihak satpam kampus mengarahkan korban untuk melaporkan langsung ke 
polsek tamalanrea dan menurut korban, setelah melaporkan langsung ke 
polsek tamalanrea korban menjelaskan kronologi kejadiannya. Pihak polsek 
Tamalanrea memberikan surat laporan kehilangan dan mengarahkan korban 
untuk menunggu informasi selanjutnya namun korban mengakui sampai 
sekarang korban tidak mendapatkan informasi lebih lanjut lagi padahal 
kejadian tersebut awal bulan Maret 2016. Selain itu, Penulis juga melakukan 
wawancara (28 Desember 2016) kepada korban yang pernah kehilangan 
motor akan kelalaiannya sendiri seperti parkir sembarangan, yaitu Herman 
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Ramadan S. mahasiswa fakultas pertanian angkatan 2013 yang menjelaskan 
kronologi sebelum kejadian bahwa sekitar pukul 6 sore di sekitar gedung 
rektorat korban memarkirkan kendaraannya tersebut dan situasi pada saat itu 
mulai sepi. Korbanpun mengakui bahwa korban memarkirkan motornya 
bukan pada tempatnya dan kurang berhati-hati yang disebabkan korban lupa 
mengunci motornya akibat terburu-buru dan tidak sempat memakirkan 
motornya dengan baik. Hal ini mengakibatkan menjadi faktor utama yakni 
parkir sembarangan dan lupa mengunci motornya yang menimbulkan niat 
seseorang melakukan tindak pidana. Korban pun melaporkan ke pihak 
satpam kampus dan membantu korban untuk mencari kendaraannya dengan 
cara menutup pintu gerbang kampus dengan harapan pelakunya masih di 
sekitar kampus. 
Lebih lanjut lagi Penulis melakukan wawancara (30 Desember 2016) 
mahasiswa yang pernah kehilangan motornya Hikmat Ramadan fakultas ilmu 
sosial dan politik angkatan 2013 yang menjelaskan kronologi kejadiannya 
yakni di sekitar gedung Baruga pettarani. Korban memakirkan kendaraannya 
tersebut karena situasi pada saat itu menurut responden cukup ramai dan 
ada tukang parkir yang sedang berjaga. Namun, setelah kejadian korban 
melapor ke pihak satpam unhas karena pada saat kehilangan tukang parkir 
yang sedang berjaga hanya sampai pukul 4 sore dan kejadiannya sekitar 
pukul 6 sore. Pihak satpam kampus membantu korban mencari 
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kendaraannya namun setelah mencari hasilnya tidak ada. Korban 
menceritakan bahwa kejadian tersebut tidak dilaporkan ke polsek tamalanrea 
karena korban mengakui tidak tahu harus melapor ke polsek mana. 
Lanjut lagi, Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu korban 
yang pernah kehilangan motor (2 Januari 2017). Mahasiwa fakultas MIPA 
angkatan 2013 Yordan yang menjelaskan kronologinya bahwa sebelum 
kejadian korban memakirkan motornya di area parkir fakultasnya namun 
situasi pada saat itu sangat sepi karena bukan pada saat aktif perkuliahan 
dan tidak ada tukang parkirnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang 
menimbulkan kejadian tindak pidana pencurian motor di fakultasnya yang 
pada saat itu korban melapor ke pihak satpam kampus dan mengarahkan 
korban untuk melaporkan hal tersebut langsung ke pihak kepolisian saja. 
Setelah melapor ke pihak Polsek Tamalanrea, korban diberikan surat laporan 
kehilangan dan setelah beberapa bulan korban mendapat pemberitahuan 
dari pihak Polsek berupa surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil 
Penyelidikan). Yang dimana surat tersebut pemberitahuan bahwa kendaraan 
korban telah ditemukan dengan syarat membawa bukti-bukti kelengkapan 
surat kendaraannya. 
Selain itu, Penulis melakukan wawancara (4 Januari 2017) untuk 
memperdalam apa saja faktor lain dari korban yang pernah kehilangan motor 
yaitu mahasiswa dari fakultas hukum Nur hidayat angkatan 2013 yang 
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menjelaskan kronologinya bahwa pada saat itu memang bukan pada saat 
aktif perkuliahan dan kurang berhati-hati karena kunci motornya memang 
tertinggal di motornya tersebut hal ini yang bisa memancing seseorang 
melakukan suatu tindak pidana. Kejadian pada saat itu yaitu pada malam hari 
dan korban melapor ke pihak satpam Unhas namun menurut korban tidak 
terlalu memberi respon yang baik dan pada akhirnya korban langsung 
melaporkannya ke pihak polsek tamalanrea. Namun hasilnya tidak ada 
karena sampai sekarang korban tidak mendapatkan informasi lebih lanjut 
tentang kendaraannya. Dan terakhir Penulis melakukan wawancara salah 
satu mahasiswa Rian Syahputra fakultas kehutanan angkatan 2012 yang 
menjadi korban tindak pidana pencurian bermotor di gedung PKM Unhas. 
Kronologi kejadiaannya pada saat itu malam hari dan disekitar gedung PKM 
Unhas sangat kurang dengan adanya lampu penerangan dan korban 
memakirkan kendaraannya juga sembarangan karena menurut korban di 
tempat tersebut masih kurang dengan tempat parkir. Sekitar pukul 11.00 
malam hari kendaraannya tidak ada dan korban melaporkan langsung 
kepada pihak keamanan kampus. Pihak keamanan kampus mengarahkan 
korban untuk melaporkan langsung ke Polsek Tamalanrea dengan alasan 
kurangnya anggota satpam Unhas namun korban tidak melaporkan ke 
Polsek Tamalanrea karena korban beranggapan hanya membuang waktu 
sehingga mencari dengan cara korban sendiri.  
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Faktor yang dapat Penulis simpulkan adalah sebagian besar 
merupakan kesalahan dari korban itu sendiri yaitu kurang berhati-hati dan 
memarkirkan motornya di sembarangan tempat. Selain itu, sebagiannya 
bukan pada saat aktif perkuliahan. 
 
C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian dan Pihak Keamanan Kampus 
Unhas Dalam Menanggulangi Adanya Korban Tindak Pidana 
Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kampus Unhas. 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak 
pidana pencurian kendaraan bermotor di kampus Unhas yakni melalui upaya 
preventif dan upaya pre emtif. 
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya 
tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu 
tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara 
sistematik, berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk 
menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kampus Unhas. 
Berdasarkan hasil wawancara (23 Desember 2016) IPDA Ahmad 
mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah : 
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 Bekerja sama langsung dengan pihak terkait yakni pihak 
keamanan unhas dan fakultas. 
 Melakukan patroli yang bekerja sama dengan Pihak keamanan 
kampus. 
Menurut (IPDA Ahmad) upaya-upaya diatas sudah cukup efektif. 
Tindakan-tindakan diatas paling tidak dapat memberikan pengertian tentang  
berbagai tindak pidana dan memberikan pemahaman agar lebih waspada 
dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban tindak 
pidana. Selain itu, upaya di atas juga memberikan pemahaman kepada 
kampus bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi tegas 
kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau untuk berhati-hati 
tetapi upaya-upaya diatas juga mengajak seluruh instansi yang di dalam 
kampus untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang 
berlaku.  
Upaya lainnya yaitu upaya pre emtif. Upaya pre-emtif merupakan 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak/instansi terkait untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre emtif adalah menanamkan norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dengan 
sendirinya diri seseorang. Bukti konkrit yang telah dilakukan oleh pihak 
Polsek Tamalanrea dan pihak keamanan kampus adalah dengan melakukan 
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koordinasi antara Polsek Tamalanrea dan pihak keamanan kampus seperti 
melakukan himbauan seperti pemasangan spanduk di setiap fakultas berupa 
pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh instansi yang ada di 
dalam kampus. Dengan mengambil langkah seperti yang telah dikemukakan 
diatas, maka akan dapat mengoptimalkan tindakan koordinasi, sehingga 
masalah ini akan dapat diselesaikan dengan baik. 
Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus 
unhas sama kaitannya dengan Polsek Tamalanrea yakni melakukan patroli 
rutin pada malam hari yang dalam hal ini telah bekerja sama juga dengan 
pihak kepolisian serta menghimbau di setiap fakultas agar dapat 
meningkatkan keamanan dalam area fakultasnya. 
Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum, terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi 
perhatian khusus bagi para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana 
mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal 
yang sama pentingnya adalah bagaimana melindungi kepentingan korban 
dan mensosialisasikan apa yang diharus dilakukan agar dapat menghindari 




             BAB V 
          PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil dari penelitian maka Penulis dapat menarik 
sebuah kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Peranan korban dalam terlaksananya suatu tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di kampus Unhas adalah sikap kelalaian korban 
yang kurang berhati-hati seperti parkir sembarangan dan tidak 
mengunci pengaman (kunci ganda). 
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan pihak keamanan kampus 
dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 
terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang 
dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan 
koordinasi langsung dengan pihak terkait yakni pihak keamanan 
kampus dan fakultas serta melakukan patroli yang bekerja sama 
dengan pihak keamanan kampus. Upaya yang kedua adalah upaya pre 
emtif, yaitu berupa himbauan kepada pihak kampus dengan melakukan 
pemasangan spanduk berupa pemberitahuan kepada setiap fakultas. 
Tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dan pihak keamanan kampus 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Meskipun upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak keamanan kampus cukup 
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baik namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda yaitu respon dari 
pihak kepolisian dan pihak keamanan kampus menurut korban yang 
Penulis telah lakukan wawancara adalah dari kedua pihak tersebut 
tidak terlalu baik meskipun ada diantaranya mendapatkan respon 
dengan baik namun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (nihil). 
B. Saran  
1. Kepada semua pihak baik yang terkait di dalam kampus Unhas, 
maupun aparat penegak hukum dan keamanan kampus perlu lebih 
mengefektifkan upaya preventif maupun pre-emtif. 
2. Setiap orang,  siapapun itu hendaknya lebih waspada dan hati-hati 
untuk memarkirkan kendaraannya ataupun menyimpan 
kendaraannya dengan baik dengan tidak memakirkan motornya 
disembarang tempat dan mengunci pengaman pada kendaraannya 
serta memperhatikan tempat disekitar area parkirnya. 
3. Pihak kepolisian, pihak keamanan kampus dan pihak yang terkait 
di dalam kampus hendaknya lebih meningkatkan kerja sama antara 
satu sama lain. Serta Pihak kepolisian dan Pihak keamanan 
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